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Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong
(Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Adat)

I. Latar Belakang
Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan strategi dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Upaya memperkuat jati diri daerah dapat dilakukan melaui penanaman nilai-nilai budaya dan kesejarahan senasip sepenanggungan diantara warga. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi budaya daerah dan penguatan budaya daerah. Upaya tersebut dapat meminimalisasi dampak negatif atau menahan gemburan nilai-nilai yang merusak kepribadian bangsa ketika interaksi kebudayaan antar bangsa semakin intensif, maka sangat diperlukan ketahanan budaya yang tangguh.
Berbicara mengenai Kearifan lokal yang dalam dekade belakangan ini sangat banyak diperbincangkan. Perbincangan tentang kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal dan dengan pengertian yang bervariasi. Secara Etimologi  Kearifan Lokal terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Lokal berarti setempat dan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain  maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (local)  yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Antariksa kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana ‘membaca’ potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup; dan diwujudkannya sebagai tradisi. Dalam kaitannya dengan kebangasaan, kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia,  kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya). Kearifan lokal (yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai identitas bangsa) tidak akan bermakna apa pun tanpa dukungan ideologi yang berpihak kepadanya.
Sejak berlakunya uniformalitas sistem pemerintahan didaerah dan desa, berangsur-angsur terkikisnya kearifan lokal diseluruh Indonesia, hal ini ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sentralistis, seperti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kondisi ini berlangsung cukup lama, sepanjang pemerintahan Orde Baru. Namun di berbagai daerah kearifan lokal tersebut masih bertahan dan berlaku serta ditaati oleh masyarakat sekitar, walaupun ruang lingkupnya hanya bersifat kemasyarakatan. Hampir semua wilayah di Provinsi Bengkulu kearifan lokal tersebut tetap dipertahankan, khususnya pada Suku Rejang yang baru menetapakan Perda No 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Perda ini terdiri dari XI Bab dan 25 Pasal yang disahkan pada tanggal 15 September 2018. 
Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan-perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang, selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang rejang ini adalah tulisan John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia meceritakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu) dan Toobye (Tubai).[footnoteRef:1] [1:  W. Marsden, The History of Sumatera, London MDCCLXXXIII
] 

Sistem Petulai dalam sejarah Suku Bangsa Rejang dan warga komunitasnya merupakan himpunan manusia (indigenous community) yang tunduk pada kesatuan Hukum yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari system unilateral (kebiasaanya disusurgulurkan kepada satu pihak saja) dengan system garis keturunannya yang partrinial (dari pihak laki-laki) dan cara perkawinannya yang eksogami, sekalipun mereka berada di mana-mana.[footnoteRef:2] Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sudah ada 6 Perda Adat. [2:  Abdullah Sidik, Hukuma Adat Rejang, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980). h 40.
] 

Beberapa kearifan lokal di Bengkulu yang mempunyai nilai-nulai strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan ditengah masyarakat tetap dipelihara dan dijaga oleh ketua-ketua adat masing-masing, dan masyarakat secara sukarela mentaati ketentuan tersebut, tidak pernah terjadi adanya penolakan-penolakan terhadap keputusan adat yang telah ditetapkan. Memang sejauh ini para penelitian terhadap kearifan lokal cenderung menganggap kearifan lokal tersebut hanyalah sebagai budaya nenek moyang dan selalu dikaitkan dengan religi, biasanya penelitian kearifan lokal dikemukan dalam tiga asfek yakni: 
1. Kearifan lokal sebagai budaya atau hasil akal budi manusia[footnoteRef:3] [3:  Ridwan, N. A. (2007) ‘Landasan Keilmuan Kearifan Lokal’, IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal 27-38, P3M STAIN, Purwokerto.] 

2. seperangkat pengetahuan yang diparaktikan dalam kehidupan sehari-hari yang telah diwariskan dari nenek moyang dahulu[footnoteRef:4]  [4:            Ahimsa Putra, 2008. “Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Keraifan Lokal Tantangan Teoritis danMetodologis”. Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta.] 

3. Kearifan lokal dianggap sebagi pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.[footnoteRef:5] [5:              Koentjaraningrat. 1985.  Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia] 

Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang merupakan Perda yang mengatur tentang tata hukum masyarakat adat, termasuk didalamnya mengatur tentang aset dan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Rejang Lebong. Dahulu hukum adat dihapuskan, kemudian pada tahun Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dikembalikan lagi, tetapi sebagian, dulu di Rejang Lebong terdapat Pasirah yang mengatur wilayah, baik pemerintahan agama dan sebagainya, dan aset-aset yang ada dimiliki adat. Sehingga dengan perda tersebut Pemerintah Kabupaten Rejang Lebonh bersama stake holder lainnya akan melakukan inventarisasi aset-aset milik adat untuk dikelola kembali oleh masyarakat adat, dengan begitu hak-hak masyarakat adat dapat dipenuhi. 
Perda tersebut juga mengatur tentang kewilayahan adat, masyarakat adat, peralatan, hukum dan kelembagaan adat, pembentukan panitia masyarakat hukum adat yang dipimpin langsung Bupati Rejang Lebong, diharapkan nantinya untuk mengimplementasikan secara langsung menentukan siapa-siapa saja yang akan di tunjuk sebagai masyarakat adat, dengan Perda tersebut nantinya akan bisa menulusuri komunitaa dari pada masyarakat adat itu sendiri.
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rejang merupakan salah satu fakta keberagaman bentuk masyarakat yang pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengakui, menghormati dan melindungi keberagaman secara ekplisit terdapat di dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, semboyan ini menjadi pijakan dalam menyusun UUD 1945. Dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Supomo mengemukakan “Tentang daerah, kita telah menyetujui bentuk persatuan, unie: oleh karena itu di bawah pemerintah pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada onderstaat, akan tetapi hanya daerah-daerah, ditetapkan dalam undang-undang
Tujuan tulisan ini diperuntukan sebagai upaya masyarakat lokal mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sampai pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara serta diakui secara formal oleh pemerintah. Tulisan ini juga berangkat dari asumsi bahwa kearifan lokal dapat dibentuk dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentantangan dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, serta diasumsikan juga bahwa bangsa Indonesia membutuhkan asas-asas hukum yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat dan dapat diberlakukan saat ini. Khusus untuk wilayah Bengkulu penulis berasumsi bahwa kearifan lokal yang tersebar dari berbagai daerah dari Kabupaten Kaur sampai dengan Kabupaten Mukomuko mempunyai kearifan lokalnya sangat dibutuhkan untuk membangun Bengkulu lebih maju, setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Sehingga kami selaku Tim tertarik melakukan Penelitian dengan mengangkat judul “Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Adat)”
II. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Bentuk-bentuk Kearifan lokal Suku Rejang di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana efektifitas keberlakuaan karifan lokal diformalkan dalam bentuk produk hukum?
III. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan khusus yang diinginkan dalam Penelitian ini menggambarkan pemahaman kritikal konstruktif melalui analisis terhadap sub masalah Penelitian yang terdiri atas aktivitas keilmuan (scientific-mind), yaitu: 
1. Menganalisis Bentuk-bentuk Kearifan lokal Suku Rejang di Provinsi Bengkulu yang dilakukan dengan semangat keilmuan dengan mengkaji secara sungguh-sungguh nilai-nilai kearifan lokal yang tersebar di Nusantara khususnya Provinsi Bengkulu.
2. Memaparkan efektifitas keberlakuaan karifan lokal diformalkan dalam bentuk produk hukum.


IV. Manfaat Peneltian
Penelitian ini, mempunyai dua  manfaat  besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu: 
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis Penelitian ditujukan untuk pengembangan ilmu hukum pemerintahan pada umumnya dan khususnya hukum pemerintahan dan Pertanahan yang berkaitan dengan siyasah. Manfaat teoritis ini juga diwacanakan kepada studi komprehensip untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara  dalam tataran NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), oleh karena itu secara holistik akan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan keilmuan dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis
Secara spesifik merupakan bahan masukan  bagi praktisi aparatur negara di bidang pemerintahan terutama bagi stakeholders seperti Pemerintah khususnya Daerah dan  DPRD   Provinsi  dalam membuat aturan hukum bidang pemerintahan dengan mengangkat kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan istem pemerintahan dalam NKRI. Selain itu Penelitian ini diharapkan juga sebagai konstribusi bagi stakeholders 
V. Penelitian Dulu yang Relevan
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa contoh penelitian untuk dijadikan objek kajian terdahulu. Untuk mendukung pembahasan yang telah lebih mendalam mengenai pembahsan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan masalah ini. Adapun penelitin yang terkait dalam hal ini sebagai berikut:
1. Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur’aini Mardiya, Titis Anindyajati.[footnoteRef:6] AKTUALISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya, dalam tulisannya aktualisasi masyarakat hukum adat sebagai kajian hukum dan keadilan terhadap status masyarakat hukum adat sebagai legal standing dan hak-hak konstitusionalnya, memerlukan pemahaman terlebih dahulu terkait konsepsi hukum, keadilan, dan masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini hukum dimaknai sebagai sekumpulan peraturan hukum tertulis, yang identik dengan undang-undang merupakan suatu kesepakatan atau putusan dari lembaga legislative, kewenangan DPR, lembaga eksekutif, kewenangan pemerintah dari tingkat pusat dan daerah, sera putusan lembaga yudikatif, maupun peraturan-peraturan tidak tertulis (unwritten law) yang mewujud dalam berbagai peraturan hukum kebiasaan (customary rule) dan tingkah laku yang mengikat, dipatuhi masyarakat karena memiliki daya paksa, karena adanya sanksi. Sebagai alat analisis, sifat peraturan hukum yang tertulis dibedakan ke dalam peraturan hukum yang primer (primary rule) atau norma hukum imperatif (imperative norm),dan peraturan hukum sekunder (secondary rule) atau norma hukum bersifat fakultatif (facultative norm).  Perbedaannya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah peneliti lebih memfokuskan pada Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Adat sedangkan penelitian Jawahir Thontowi dkk memfokuskan tentang Masyarakat Hukum Adat dan Hak-hak Konstitusionalnya. [6:         Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur’aini Mardiya, Titis Anindyajati, AKTUALISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya, (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012)] 

2. Zulkarnain Muhsinin,[footnoteRef:7] Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokalbesiru Pada Masyarakat Sasak Sebagai Upaya Menguatkan Identitas Bangsa, dalam tulisannya Pentingya aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal suku-suku di Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat Identitas Bangsa Indonesia dan salah satunya ialah kearifan lokal suku Sasak di Lombok. Salah satu tradisi masyarkat Sasak dalam pertanian adalah tradisi besiru. Tradisi besirudalam masyarakat sasak dilakukan pada saat proses pertanian dari proses pembajakan sawah atau kebun sampai panen hasil pertanian pada masyarakat Suku Sasak. Konsep tradisi ini menganut istilah berat sama dipikul ringan sama dijinjing, mungkin istilah ini cukup merepsentasikan makna dari tradisi besiru pada masyarkat Sasak. Besiru sebagai salah satu tradisi suku Sasak merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang ada di daerah Lombok. Aktualisasi nilai-nilai tradisi besiru dalam kehidupan pertanian maupaun kehidupan sehari-hari suku Sasak seperti, gotong royong, terjaganya hubungan sosial sampai mampu mencegah radikalisme dalam masayarakat . Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode kajian pustaka. Nilai-nilai kearifan lokal tradisi besiru ini sangat perlu dan urgen diaktualisasi pada masyrakat modern saat ini yang cenderung individualistis dan pragmatis dalam upaya membangun identiasa kehidupan bangsa Indonesia . Perbedaannya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah peneliti lebih memfokuskan pada Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Adat di Kabupaten Rejang Lebong sedangkan penelitian Zulkarnain Muhsinin memfokuskan tentang masyarakat lokal Besiru. [7:         Zulkarnain Muhsinin, Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokalbesiru Pada Masyarakat Sasak Sebagai Upaya Menguatkan Identitas Bangsa ( Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarata)] 

VI. Landasan Teori
Sebagai pisau analisis untuk membedah dua permasalahan pokok dalam Penelitian ini, diajukan beberapa teori antara lain:
a. Kearifan Lokal 
Kearifan lokal (local Genus) dapat diartikan sebagai bagian dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearfan lokal tersebut memiliki bentuk tidak hanya pribahasa dan segala ungkapan kebahasaan lainnya, melainkan juga berbagai tindakan dan hasil budaya materialnya. Kearifan lokal terjabar dalam seluruh warisan budaya, baik yang tangible maupun yang intangible.[footnoteRef:8] Saatnya kearifan lokal harus mendapatkan perhatian lebih untuk ikut andil dalam ruang masyarakat serta pemerintah, guna menjawab tantangan arus perubahan globalisasi yang terjadi kian pesat seperti sekarang ini. Menjaga supaya perubahan globalisasi tidak mengeksploitasi struktur tatanan nilai yang telah lama hidup dimasyarakat baik dalam dimensi antropologi, sosial, ekonomi, lingkungan, pemanfaatan lahan, tata ruang pola permukiman dan lain sebaginya. Sadar dan menyadarinya sebagai sebuah setting sosial di tengah-tengah gemuru arus perubahan globalisasi merupakan suatu tahapan untuk melakukan defense terhadap lajunya arus informasi yang memiliki efek domino terhadap tatanan hidup berbangsa dan bernegara.[footnoteRef:9] [8:  Edy Sedyawati, Kajian Arkeologi, seni dan Sejarah, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm. 432]  [9: Yusrin Sangaji, Kearifan lokal Tantangan dan Peluang dan Tantangan, http://www.kompasiana.com/oncesangaji] 

Menghidupkan kembali nilai-nilai lokal dalam era sekarang ini, adalah pilihan yang terbaik, kearifan lokal memiliki keunggulan dalam menjaga serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat lokal itu sendiri, agar tidak dirampas oleh kaum pemodal (kapital) yang hanya mengejar nilai materil dan mengabaikan sisi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat tradisional. Untuk itu perlu dan terus di jaga serta dimanifestasikan sebagai sebuah kekuatan dalam menghadapai tantangan perubahan dunia (globalisasi) merupakan suatu keharusan bagi kita, terutama bagi pemerintah untuk memasukan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah.[footnoteRef:10] [10: ibid] 

Dalam kasus Indonesia sekarang ini banyak sekali persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui lembaga kearifan lokal, misalnya persoalan-persoalan tanah dan pengelolaan air yang sering terjadi konpliks, akan lebih tepat jika diselesaikan dengan menggunakan  pendekatan kearipan lokan setempat, sebagaimana dikemukakan olehAulia dan Dharmawan bahwa:
Pengelolaan sumberdaya air harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kearifan lokal pada setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda beda. Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama dapatditemukan pada beberapa komunitas tertentu di Indonesia. Keterpaduan yang sinergis dan harmonis dalam pengelolaan sumber daya tanah dan air antara pemerintah, pemerhati lingkungan, serta kearifan lokal dan budaya yang berlaku di masyarakat diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif konservasi tanah dan air.[footnoteRef:11] [11: Aulia, T.O.S; A.H., Dharmawan. 2010. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia . 4 (3): 345-355. ] 

Perundang-undangan yang dikeluarkan pasca reformasi banyak memberikan tempat dan ruang bagi eksisnya kearifan lokal dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, bahkan dalam sistem penyelenggaraan negarapun diberikan keluasan untuk mengadopsi kearipan lokal.  seperti dalam UU No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan NelayanPembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan lain-lain.
Adanya perundang-undangan yang mencantumkan perlunya memmperhatikan kearifan lokal berarti pemerintah sangat mendukung pelestarian budaya lokal (local wisdom), tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan norma atau kaidah sosial secara umum.Di muko-muko ada kearifan lokal yang sering diterapkan oleh masyarakat nelayan, jika terjadi sengketa seperti dikatakan oleh kepala dinas perikanan dan kelautan muko-muko menyatakan semua pihak di Kabupaten Mukomuko sepakat memberlakukan hukum adat setempat untuk mencegah konflik antar nelayan di daerah itu.[footnoteRef:12] [12:  Muko-Muko berlakukan hukum adat, cegah konflik antar nelayan, http://bengkulu.antaranews.com] 

b. Teori Pembentukan Undang-undang
Sebelum terbentuknya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, menurut Maria Farida Indrati. S, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan dengan berbagai landasan, yaitu:
1. Aglemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (Stb. 1847: 23)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Tentang Jenis dan bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-undang Federal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Nomor 234 Tahun 1960 tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara.
6. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah.
7. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang.
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebelum Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, diberlakukan beberapa Keputusan Menteri, antara lain:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Keempat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tersebut diberlakukan sambil menunggu Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Oleh karena Peraturan Presiden yang diperintahkan tersebut sampai saat ini masih belum ada, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan 3 (tiga) Peraturan Menteri sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tersebut, yaitu:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Proses pembentukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan (peraturan daerah termasuk didalamnya) didasarkan pada Pasal 4 Permendagri Nomor 16 Tahun 2006, yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) (Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis (Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah). Untuk selanjutnya secara teknis diatur pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 13. Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 menerangkan bahwa rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan (peraturan daerah termasuk didalamnya) dapat disusun oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang dapat didelegasikan kepada biro hukum atau bagian hukum, dimana dalam proses penyusunan produk hukum daerah tersebut dibentuk tim antar satuan kerja perangkat daerah yang diketuai oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan kepala biro hukum atau kepala bagian hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

VII. Metode Penelitian
a. Tipe Penelitian
Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dalam upaya proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris karena objek yang diteliti berada dilapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[footnoteRef:13] Oleh karenanya penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (Socio Legal Research). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas permasalahan yang akan diteliti. [13:  Bambang Sungguno, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003), Hal 43] 

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriftif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[footnoteRef:14]  [14:  Moh Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), Hal 68] 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukaan bahwa pendekatan kualitatif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian dan menyajikan secara deskriftif sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah. 
b. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  karena  diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Adat)
c. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Lebong dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah membentuk Peraturan Daerah Tentang Adat dan telah mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam penataan kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong.
d. Penentuan Informan
Penentuan informan dalam Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data Penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya.  Adapun kelompok informan yang dipilih adalah sebagai berikut:
     a.    Bupati Kabupaten Rejang Lebong 
b. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong 
c. Ketua Adat di beberapa Desa
d. Tokoh Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong 
e. Lain-lain (sesuai kebutuhan dalam Penelitian).

VIII. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara.
Wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.[footnoteRef:15] [15: Margono, S. Metodologi Pengabdian, Jakarta: Rineka Cipta, 2009,  hlm, 117] 

Dalam hal ini Penelitian melaksanakan wawancara langsung secara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Penelitian atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan wawancara, Penelitian tidak terpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh Penelitian, disamping itu informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Penelitian. Wawancara ini digunakan untuk proses pemberian wasiaat wahibah dan yang lainnya di anggap perlu.
b. Observasi
Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan bisa juga menggunakan teknik terstruktur dan tidak terstruktur. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku informan dan yang lainnya, seperti dalam keadaan yang semestinya. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orangorang yang terlibat di dalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi berada dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat.
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai catatan dan lainnya.
IX. Prosedur Pengumpulan Data
Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai data-data yang relevan dilakukan penelusuran terhadap orisinilitas data tersebut, baik bahan data primer, sekunder.Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap data yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan Penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap data tersebut.
X. Analisis data 
		Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriftif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan focus penelitian yang berkaitan dengan masalah dengan masalah yang diteliti. Peneltian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh.
		Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Pengecekan (Editing) Data, 2. Pengelopokan (Classifying) data, 3. Pemeriksaan (Verifying) Data, 4. Analisis Data (Interpretasi) dan yang terakhir 5. Kesimpulan (Concluding).
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